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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hak-
hak isteri yang diberikan oleh hakim dalam mengabulkan ijin poligami suami dan 
upaya yang dilakukan isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami yang 
berpoligami. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang  mengkaji 
bahan-bahan hukum dengan cara studi pustaka. Sumber hukum otoritatifnya 
yaitu  Al-Qur’an dan Hadits. Narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Upaya-upaya yang dilakukan 
hakim untuk melindungi hak isteri dalam hal suaminya akan berpoligami, yaitu: (a) 
Hakim memanggil isteri maupun calon isteri untuk dimintai pernyataan tentang 
kesediaannya untuk dimadu dan memberi penjelasan mengenai risiko suami 
berpoligami, selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis; (b) 
Hakim akan meminta saudara kandung isteri yang akan dimadu agar hadir di 
persidangan untuk memberikan keterangan dalam hal  isteri sakit ingatan dan 
tidak dapat hadir di persidangan; (c) Hakim meminta suami membuat pernyataan 
secara tertulis yang isinya menyatakan kesediannya akan berlaku adil dan 
mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya. (2) Upaya isteri untuk 
mempertahankan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya yang 
berpoligami adalah isteri dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan agama jika 
para pihak beragama Islam, dan ke pengadilan negeri jika para pihak non muslim.
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I. PENDAHULUAN
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya ditulis UUP) menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas tersebut dinamakan asas  
monogami. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan Umum UUP yang 
menyatakan “Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang”. 
Adapun maksud anjuran monogami ini adalah untuk menghindarkan seseorang 
berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila seorang 
laki-laki beristri lebih dari seorang (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 12). Dengan 
demikian UUP menganut asas monogami tidak mutlak artinya asas ini masih 
dapat disimpangi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUP yang 
